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ABSTRAK 

 

Kampung Keluarga Berencana merupakan program dalam penurunan 

stunting yang dilakukan pemerintah. Program ini bertujuan untuk mewujudkan 

program prioritas Bupati Mandailing Natal yaitu Mewujudkan Penduduk Tumbuh 

Seimbang Sejahtera Melalui Keluarga Berencana. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana Pelayanan Prima Dinas P2KB pada program kampung KB 

dalam upaya pengurangan resiko stunting di Kabupaten Mandailing Natal. Jenis 

penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan prima Dinas P2KB pada program 

kampung KB dalam upaya pengurangan resiko stunting di Kabupaten Mandailing 

Natal berlangsung dengan memberikan arahan atau pembinaan pada tim penggerak 

secara rutin, melakukan pengawasan secara langsung persatu bulan sekali maupun 

melalui grup WhatsApp dengan mengirim gambar proses kegiatan program 

kampung KB, membuat jadwal kegiatan program kampung KB sesuai dengan 

situasi dan kondisi, berkolaborasi dengan tim penggerak dalam membangun 

kesadaran masyarakat seperti ibu PKK untuk ikut serta dalam program kampung 

KB, berkomunikasi yang baik pada tim penggerak dengan memotivasi dan 

memberikan arahan sehingga menciptakan semangat kerja tim penggerak. 

Pelayanan prima Dinas P2KB pada program kampung KB dalam upaya 

pengurangan stunting di Madina sudah berjalan intensif, baik dilakukan dengan 

pembinaan pada tim penggerak, melakukan pengawasan secara rutin, 

menjadwalkan kegiatan sesuai situasi dan kondisi, dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan Dinas P2KB harus lebih sering turun 

langsung kelapangan bersama tim penggerak dalam memantau desa-desa yang 

tingkat stuntingnya tinggi, dan menambah anggaran dana untuk makanan tambahan 

seperti susu, roti, dan makanan bergizi lainnya sehingga angka stunting di Madina 

dapat berkurang. 

 

Kata kunci : pelayanan prima. Program kampung KB, stunting 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Guna mewujudkan Indonesia maju 2045, maka setiap permasalahan yang 

dihadapi oleh bangsa ini harus dapat diatasi bersama. Salah satu permasalahan yang 

dihadapi pada saat ini yaitu stanting. Permasalahan stunting di Indonesia 

merupakan permasalahan yang telah menjadi perhatian nasional. Stunting adalah 

suatu kondisi dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan,sehingga tinggi 

badan anak tidak sesuai dengan usianya sebagai akibat dari masalah gizi kronis 

yaitu kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama. Kasus stunting di Indonesia 

masih menjadi permasalahan besar yang memerlukan penanganan serius seluruh 

pihak,sehingga saat ini Pemerintah Indonesia telah menjadikan program 

penanganan stunting sebagai program prioritas nasional yang memerlukan 

penanganan secara terintegrasi guna menekan peningkatan jumlah kasus. 

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

Percepatan Penurunan Stunting, menyatakan bahwa stunting merupakan gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan terjadinya kekurangan gizi 

kronis serta terjadinya infeksi yang telah berulang, yang dapat dilihat dengan 

adanya kelainan pada tinggi atau panjang badan kurang dari standar yang telah 

ditetapkan oleh menteri kesehatan. 

Berbagai upaya penanganan stunting di Indonesia telah dilakukan oleh 

banyak Instansi Pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, bahkan 

keterlibatan pihak swasta maupun masyarakat juga telah dilakukan. Maka kajian 
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penelitian akan menampilkan berbagai upaya penanganan stunting di Indonesia 

yang telah dipublikasi secara ilmiah sebagai jawaban dari persoalan-persoalan 

penanganan stunting di Indonesia. 

Saat ini Pemerintah sedang berupaya merevitalisasi program 

kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga agar program ini 

dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh para keluarga dan masyarakat. Salah satunya 

melalui program Kampung KB, yang dikembangkan sebagai upaya meningkatkan 

kualitas hidup keluarga dan masyarakat khususnya mereka yang berada di wilayah 

pinggiran, miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, daerah aliran sungai,dan 

wilayah nelayan di seluruh tanah air. 

Kampung Keluarga Berencana adalah satuan wilayah setingkat Rukun 

Warga (RW), dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, yang di dalamnya 

terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan 

keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan 

sistematis. Kampung keluarga berencana direncanakan, dilaksanakan dan 

dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, 

lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan 

pembinaan pada kampung keluarga berencana. Di dalam kampung KB salah satu 

program prioritas adalah percepatan penurunan stunting, pemberdayaan ekonomi 

keluarga, kemudian pelayanan KB dan kesehatan, serta penanganan persoalan 

sosial. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia merupakan salah satu 

tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas 

hidup  yang  mencakup semua aspek kehidupan yang berhubungan dengan 
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kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Bukan hanya untuk golongan tertentu 

saja, tetapi kemakmuran dan kesejahteraan untuk semua golongan. Peningkatan 

kualitas hidup masyarakat diantaranya dapat diwujudkan dengan pelaksanaan 

program KB. 

Program kampung KB dalam penurunan stunting sudah berjalan selama 2 

(dua) tahun. Pada awalnya dicanangkan 24 kampung KB, kemudian dicanangkan 

lagi berjumlah 110, total tahun 2022 menjadi 270. Kemudian tahun 2023 

bertambah hingga 404 kampung KB. Artinya sudah seluruh desa di Madina menjadi 

kampung KB. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 33 Tahun 2022 

tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyatakan bahwa 

segala upaya yang dilakukan oleh Dinas P2KB adalah bentuk pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang 

sejahtera melalui keluarga berencana termasuk memberikan pelayanan bagi 

keluarga dalam penurunan stunting. 

Sebagai instansi daerah yang berkewajiban melaksanakan program 

kampung KB Dinas P2KB Madina memberikan informasi dan pemahaman kepada 

masyarakat. Dalam hal ini sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat merupakan 

sarana yang penting untuk menghubungkan antara Dinas P2KB dengan masyarakat. 

Kegiatan program kampung KB memerlukan kerjasama antara Dinas P2KB dengan 

UPT puskesmas dan ormas (Ibu PKK, kader KB, dan kader gizi) sebagai sarana 

yang menciptakan komunikasi timbal balik antara Dinas P2KB dengan pihak yang 

terlibat. 
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Dinas P2KB Madina memiliki tanggung jawab sebagaimana di jelaskan 

pada Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 43 Tahun 2016 pasal 4 ayat 2 poin 

e yaitu pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana. Dalam pelaksanaan program kampung KB UPT 

puskesmas dan ormas memiliki peranan penting sebagai penggerak memberikan 

pendekatan pada masyarakat seperti memberikan makanan tambahan yang bergizi, 

imunisasi lengkap dan rutin melakukan penimbangan terhadap pertumbuhan balita, 

kemudian melalakukan koordinasi pada Dinas P2KB atas jalannya program 

kampung KB. 

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas P2KB serta UPT puskesmas dan ormas 

dalam mensosialisasikan program kampung KB sangat erat hubungannya dengan 

pembentukan opini publik dan perubahan sikap dari masyarakat. Berdasarkan 

survei awal ditemukan masih banyak masyarakat yang belum mengetehui 

bahayanya stunting pada anak, petugas dinas yang tidak turun langsung kelapangan 

dalam memantau jalannya program di desa-desa, serta sarana dan prasarana yang 

kurang lengkap sehingga pelayanan yang diberikan kurang memuaskan 

masyarakat. Untuk itu Dinas P2KB harus lebih aktif, memperkuat kerjasama 

dengan UPT puskesmas dan ormas sebagai bentuk pelayanan untuk menciptakan 

saling pengertian dan dukungan tercapainya suatu tujuan tertentu, serta dapat 

memberikan pelayanan yang prima yang dapat memuaskan masyarakat dan harus 

lebih meningkatkan keterampilan atau keahlian dan semangat yang tinggi sebagai 

penyedia layanan publik, sehingga layanan dapat diterima secara maksimal dan 

memberikan kepuasan bagi masyarat. 
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Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

melalui proses penelitian dengan judul “ pelayanan prima Dinas P2KB pada 

program kampung KB dalam upaya pengurangan resiko stunting di 

Kabupaten Mandailing Natal ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas adalah: “Bagaimana Pelayanan Prima Dinas P2KB pada program 

kampung KB dalam upaya pengurangan resiko stunting di Kabupaten Mandailing 

Natal ?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana 

Pelayanan Prima Dinas P2KB pada program kampung KB dalam upaya 

pengurangan resiko stunting di Kabupaten Mandailing Natal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Suatu Penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar penelitian 

tersebut memberi manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Aspek teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan 

dan juga memperluas wawasan penulis mengenai program kampung KB 

dalam mengurangi risiko stunting 

b. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya. 



6 
 

 

c. Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat 

untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis,logis, dan konsisten.Agar 

dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika 

penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, 

adapun bab-bab tersebut sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : URAIAN TEORITIS 

Pada bab ini, mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan 

masalah dan objek yang akan di teliti antara lain : Pengertian 

Pelayanan, pengertian Pelayanan Publik, pengertian Pelayanan 

Prima dan pengetian Program kampung KB. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, 

Definisi Konsep, Kategorisasi Penelitian, Informan/Narasumber, 

Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Lokasi dan Waktu 

Penelitian, Deskripsi Ringkas Objek Penelitan. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang Analisa Data. 

 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan tentang Simpulan dan Saran. 



 

 

 

BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Konsep Pelayanan 

 

Menurut Barata (2013) Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan 

kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain 

atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. 

Menurut Amstrong, Gary & Philip (2012) pelayanan adalah setiap tindakan 

atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Dan 

menurut Moenir (2015) pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung 

secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam 

masyarakat. 

Sedangkan menurut Tjiptono (2019) pelayanan (service) bisa dipandang 

sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yakni service 

operations yang kerap kali tidak tampak atau tidak diketahui keberadaannya oleh 

pelanggan (back office atau backstage) dan service delivery yang biasanya tampak 

(visible) atau diketahui pelanggan (sering disebut pula front office atau frontstage). 

Hal ini menunjukan bahwa pelayanan berkaitan dengan kepuasan batin dari 

penerima pelayanan. Maka berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu bentuk sistem, prosedur atau 

metode tertentu yang diberikan kepada orang lain, dalam hal ini, kebutuhan 

pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan atau keinginan 

pelanggan dengan tingkat persepsi mereka. 
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2.1.1 Efektivitas Sistem Pelayanan 

Konsep mengenai efektivitas ditujukan pada teori sistem. Dua kesimpulan 

pokok dari teori sistem adalah: 

1) Bahwa kriteria efektivitas harus menggambarkan seluruh siklus input- 

proses-output, tidak hanya output saja. 

2) Bahwa kriteria efektivitas harus menggambarkan hubungan timbal balik 

antara sistem dan lingkungan yang lebih luas, tempat hidupnya sistem itu. 

3) Efektivitas sistem pelayanan dapat disimpulkan suatu kemampuan suatu 

sistem pelayanan itu mampu bertahan dan hidup terus dalam lingkungannya 

untuk melakukan pelayanan atau melayani. 

 

2.2 Konsep Pelayanan Publik 

 

2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik 

 

Pengertian dari suatu konsep pelayanan publik tidak hanya dibuat oleh para 

ahli pelayanan, akan juga diberikan oleh suatu kelembagaan negara yang dalam hal 

ini adalah Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara,menurut Surat Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 bahwa yang 

dimaksud dengan pelayanan publik adalah “Suatu bentuk dari kegiatan proses 

pelayanan yang dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 

upaya untuk pemenuhan keinginan dan kebutuhan dari unsur masyarakat yang 

dilayani. Oleh karena itu Pelayanan publik (public service) oleh birokrasi publik 

adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi 

masyarakat di samping sabagai abdi negara. Eksistensi dari suatu lembaga negara 

termasuk  di  dalamnya  pada  hakekatnya  pelayanan  masyarakat,  ia  tidak 
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dimaksudkan untuk melayani dirinya sendiri, namun untuk memberikan atau 

melayani berbagai bentuk kebutuhan dari unsur masyarakat.”Oleh karena itu, 

berdasarkan uraian dan pendapat tersebut di atas maka unsur dari institusi birokrasi 

publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk dapat memberikan suatu proses 

penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih profesional kepada 

unsur masyarakat dalam suatu proses pemenuhan berbagai bentuk dari kebutuhan 

dari unsur masyarakat, sebagai bagian dari suatu penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

Zeithaml (2010) mengidentifikasikan faktor utama kriteria pelayanan 

publik, yakni: 

1. Reliable, merupakan kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan 

layanan yang dijanjikan dengan cepat. 

2. Responsiveness, kemampuan untuk membantu konsumen yang bertanggung 

jawab terhadap mutu pelayanan yang diberikan. 

3. Countensey, sikap atau perilaku rama, bersahabat, tanggap terhadap 

keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi. 

4. Kompetence, adalah pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur 

dalam memberikan layanan. 

5. Tengible, adalah keberadaan fasilitas-fasilitas fisik, peralatan, 

karyawan,sarana komunisasi dan alat-alat pendudung yang berwujud dari 

rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pada pasien. 

6. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan 

masyarakat. 
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7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai 

bahaya atau resiko. 

8. Accessibillity, adalah kemudahan untuk mengadakan kontak dan 

pendekatan. 

9. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui 

kebutuhan pelanggan. 

10. Comunication, adalah kemauan memberi layanan untuk mendengar 

keinginan atau aspirasi pelanggan, serta kesediaan untuk selalu 

menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

Menurut Thoha (2013) pelayanan publik adalah usaha yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberi bantuan dan 

kemudahan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut 

Winarsih & Ratminto (2024) pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, 

baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya 

bertanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi 

pemerintahan. 

 

Menurut Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009, 

pelayanan publik dapat diartikan sebagai “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Selanjutnya, undang-undang tersebut memaparkan ruang lingkup pelayanan 

publik yang dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yakni: 
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1. Pelayanan barang dan jasa 

 

Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik bisa dikatakan 

mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada 

masyarakat. 

2. Pelayanan administratif 

 

Pelayanan publik dalam kategori ini meliputi tindakan administratif 

pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang- 

undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan 

pribadi.Keluarga,kehormatan, dan harta benda.Kegiatan administratif 

dilakukan oleh instansi non pemerintahan dan diwajibkan oleh negara dan 

diatur dalam perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian 

dengan pemerintah pelayanan. 

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 

tahun 2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan prima 

pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan pulik merupakan bentuk 

tindakan pelayanan yang dilakukan oleh agen/instansi sebagai bagian dari 

pemenuhan kebutuhan masyarakat baik berupa barang ataupun jasa sesuai dengan 

pedoman yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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2.2.2 Unsur-unsur Pelayanan Publik 

Dalam proses kegiatan pelayanan publik terdapat beberapa faktor atau unsur 

yang mendukung jalannya kegiatan. Menurut Moenir (2015), unsur-unsur tersebut 

antara lain : 

1) Sistem, Prosedur dan Metode, yaitu di dalam pelayanan publik perlu adanya 

sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam 

memberikan pelayanan. 

2) Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan 

publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, 

disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat. 

3) Sarana dan prasarana, dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan 

ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat 

parker yang memadai. 

4) Masyarakat sebagai pelanggan, dalam pelayanan publik masyarakat sebagai 

pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun 

perilakunya. 

 

2.2.3 Azas-azas pelayanan publik 

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, 

penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi azas-azas pelayanan. Azas-Azas 

pelayanan publik menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik yaitu : 

a. Kepentingan Umum 

 

b. Kepastian Hukum 
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c. Kesamaan Hak 

 

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

 

e. Keprofesionalan 

 

f. Partisipatif 

 

g. Persamaan Perlakuan / Tidak Disriminatif 

 

h. Keterbukaan 

 

i. Akuntabilitas 

 

j. Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan 

 

k. Ketepatan Waktu, dan 

 

l. Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan. 

 

Lembaga administratif Negara membuat beberapa kriteria pelayanan publik 

yang baik, antara lain meliputi : kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, kemauan, 

keterbukaan, efisiensi, ekonomis dan keadilan merata, serta ketepatan waktu. 

 

2.2.4 Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik 

Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik Secara teoritis, tujuan 

pelayanan publik pada dasarnya Winarsih & Ratminto (2024) adalah memuaskan 

masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik sebagai 

berikut : 

a. Transparan, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 

pada prinsip efisien dan efektif. 

d. Partipasi, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan 

aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

e. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskiriminasi 

dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status 

sosial, dan lain-lainnya. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

 

2.2.5 Indikator Pelayanan Publik 

Menurut (Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, 2016) terdapat 5 

(lima) determinan Pelayanan publik yang dirincikan sebagai berikut: 

1. Kendala (reliability), yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan 

yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. 

2. Ketangapan (resvonsiveness), yaitu kemampuan untuk membantu 

pelanggan dan memeberikan pelayanan dengan cepay. 

3. Keyakinan (comfidence), yaitu pengetahuan dan kesopanan pegawai serta 

kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau 

“assurance”. 
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4. Empati (empathy), yaitu syarat untuk peduli, member perhatian pribadi 

bagi pelanggan. 

5. Berwujud (tangible), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, 

dan media komunikasi. 

Pada dasarnya teori diatas tetap dapat dipakai untuk mengukur kinerja 

pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Karena aparatur 

pelayanan tidak mempunyai alasan sedikitpun untuk tidak berorientasi kepada 

kepuasan pelanggan secara total, bahkan kepuasan pelangganlah yang dapat 

dijadikan barometer dalam mengukur keberhasilan dalam pelayanan. 

 

2.3. Konsep Pelayanan Prima 

 

2.3.1. Pengertian pelayanan prima 

Pelayanan Prima merupakan terjemahan istilah excellent service yang 

secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Pelayanan Prima pada 

sektor publik bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara sangat baik atau 

terbaik.Perbaikan pelayanan sektor publik merupakan kebutuhan yang mendesak 

sebagai kunci keberhasilan reformasi administrasi negara.Pelayanan prima 

bertujuan memberdayakan masyarakat,bukan memperdayakan atau membebani 

sehingga akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Hakekat pelayanan 

publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan 

perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. 

Dalam kegiatan pelayanan dikenal istilah pelayanan prima yang artinya 

adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik untuk 

memfasilitaskan  kemudahan  pemenuhan  kebutuhan,  sebagai  usaha  utntuk 
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mencapai kepuasan tamu atau pelanggan.Tujuan pelayanan prima adalah 

memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau 

masyarakat serta memberikan fokus pelayanan pada pelanggan. Untuk dapat 

memberikan pelayanan prima dan menjalin hubungan yang baik dengan para 

pelanggan maka yang menjadi kunci keberhasilan adalah orang (human). Karena 

pelayanan dapat menjalin hubungan dengan pelanggan yang merupakan interaksi 

antara pekerja, peruahaan serta masyarakat yang ada diluar perusahaan. 

Konsep Pelayanan Prima berdasarkan pada A6, yaitu mengembangkan 

pelayanan prima dengan menyelaraskan fakor-faktor sikap (attitude),perhatian 

(attention),tindakan (action), kemampuan (ability), penampilan (appearance) dan 

tanggung jawab (accountabilitiy),(Barata, 2013). 

a. Sikap (attitude) 

Sikap (attitude) adalah perilaku atau perangkai yang harus ditonjolkan 

ketika menghadapi pelanggan, yang meliputi hal-hal berikut:Pelayanan 

pelanggan berdasarkan penampilan sopan dan serasi,pelayanan 

pelanggan dengan berfikir positif, sehat dan logis pelayanan pelanggan 

dengan sikap menghargai. 

b. Perhatian (attention) 

 

Perhatian (attention) adalah kepedulian penuh kepada pelanggan, baik 

yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun 

pemahaman atas saran dan kritiknya, yang meliputi hal-hal berikut: 

Mendengarkan dan  memahami kebutuhan pelanggan (listening), 
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mengamati   (observing) dan menghargai perilaku 

pelanggan,mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. 

c. Tindakan (action) 

 

Tindakan (action) adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan 

dalam memberikan layanan kepada pelanggan. 

d. Kemampuan (ability) 

 

Kemampuan (ability) adalah pengetahuan dan ketrampilan tertentu yang 

mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima,yang 

meliputi hal-hal berikut: Kemampuan dalam bidang kerja yang 

ditekuni,melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan 

motivasi, mengembangkan public relation sebagai instrumen dalam 

membina hubungan ke dalam dan ke luar organisasi. 

e. Penampilan (appearance) 

 

Penampilan (appearance) adalah penampilan seseorang baik yang 

bersifat fisik maupun nonfisik yang mampu merefleksikan kepercayaan 

diri dan kredibilitas dari pihak lain. 

f. Tanggung jawab (accountability) 

 

Tanggung jawab (accountability) adalah suatu sikap keberpihakan 

kepada pelanggan sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindari 

atau meminimalkan atau ketidakpuasan pelanggan. 

Menurut Sugiyono (2017): “pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang 

dapat diberikan kepada pelanggan”. Sementara menurut (Rahmayanty, 2010) 

pelayanan prima adalah pelayanan dengan standart kualitas yang tinggi dan selalu 
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mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, secara konsisten dan 

akurat (handal). 

Sedangkan Menurut Barata (2013) pelayanan prima adalah konsep kepedulian 

kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik”. 

 

2.3.2 Prinsip Pelayanan Prima 

Prinsip pelayanan prima dalam pelayanan, ada beberapa indikator dalam 

pengertiannya, dimana pada intinya adalah bagaimana mendahulukan kepentingan 

masyarakat yang menurut Barata (2005) mempunyai beberapa acuan antara lain: 

Memuaskan masyarakatnya, Tidak ada keluhan masyarakat, Orang 

pelayanan wajib menanggapi dari permasalahan/keluhan masyarakat, Mengetahui 

sumber- sumber keluhan masyarakat dan mengetahui cara mengatasi keluhan 

tersebut. 

 

2.3.3 Karakteristik Pelayanan Prima 

Pada umumnya, masyarakat menginginkan produk jasa layanan yang 

memiliki karakteristik lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik.Dengan 

demikian,perlu diperhatikan dimensi waktu, biaya, maupun kualitas baik produk 

mupun sikap.Pelayanan yang terbaik adalah melayani setiap saat secara cepat dan 

memuaskan,berlaku sopan, ramah dan menolong, serta profesional. 

Ada empat karakterisktik pelayanan prima yag dapat disikapi oleh 

pemerintah selaku pemberi/penyedia layanan, yaitu dalam hal ini pelayanan prima 

(Barata,2013): 
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1. Mudah dan cepat 

 

Pada prinsipnya pola serta sistem pelayanan itu harus didesain 

sederhana,mudah dipahami baik oleh masyarakat maupun pemberi 

layanan sendiri. 

2. Keterbukaan 

 

Buatlah masyarakat merasa diperhatikan secara tulus/tanpa pamri dan 

terbuka,tidak seperti diakal-akali. 

3. Kebutuhan 

 

Perlu keterampilan menyimak dan merasakan apa yang sebenarnya 

diinginkan oleh masyarakat. Perlu keterampilan, kesabaran, dan 

pemahaman sehingga bisa memberikan respon kepada masyarakat. 

4. Akrab 

Buat masyarakat dihargai dan merasa dihormati.Umumnya orang merasa 

senang bila dilayani secara energik dan antusias. Kita semua secara jujur 

akan merasa nyaman bila ada seseorang yang memunculkan sikap positif 

yang dimiliki. 

 

2.3.4 Tujuan dan Fungsi Pelayanan Prima 

Menurut (Daryanto, 2014) tujuan pelayanan prima antara lain sebagai 

berikut: 

1. Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan. 

 

2. Untuk menimbulkan kepuasan dari pihak pelanggan agar segera membeli 

barang/jasa yang ditawarkan pada saat itu juga. 
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3. Untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang/jasa yang 

ditawarkan. 

4. Untuk menghindari terjadinya tuntutan tuntutan yang tidak perlu 

dikemudian hari terhadap pelanggan. 

5. Untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan. 

 

6. Untuk menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan segala 

kebutuhannya. 

7. Untuk mempertahankan pelanggan. 

 

Menurut (Daryanto & Setyobudi, 2014) fungsi pelayanan prima antara lain 

sebagai berikut: 

1. Melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat. 

2. Menciptakan suasana agar pelanggan merasa dipentingkan. 

3. Menempatkan pelanggan sebagai mitra usaha. 

 

4. Menciptakan pangsa pasar yang baik terhadap produk/jasa. 

 

5. Memenangkan persaingan pasar. 

 

6. Memuaskan pelanggan, agar mau berbisnis lagi dengan perusahaan. 

 

7. Memberikan keuntungan pada perusahaan. 

 

 

2.4. Konsep program kampung KB ( Keluarga berencana) 

 

2.4.1 Pengertian Kampung KB (Keluarga berencana) 

Kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu upaya yang 

difokuskan untuk pengembangan yang berawal dari tingkat paling rendah yaitu 

desa atau kampung. Kampung KB juga dirancang sebagai upaya pendekatan akses 

pelayanan Keluarga Berencana kepada keluarga kecil di desa atau kampung dalam 
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aktualisasi 8 fungsi keluarga yaitu: fungsi agama, fungsi sosialisasi/pendidikan, 

fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, fungsi kasih sayang, 

fungsi sosial budaya maupun pembinaan lingkungan. Kampung KB dibangun 

berada pada tingkat RW atau disusun dengan menggunakan pendekatan budaya 

masing-masing daerah. 

Menurut Pedoman Pengelolaan Kampung KB (2017:13) menyatakan 

bahwa Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang 

memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, 

keluarga berencana, pembanguan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang 

dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB merupakan salah satu 

model pelaksanaan total program kependudukan keluarga berencana dan 

pembangunan keluarga serta merupakan program strategis dalam upaya percepatan 

agenda program pembangunan khususnya pada daerah pinggiran. 

Menurut buku Pedoman Kampung KB (2017:3) menyatakan bahwa 

pembangunan keluarga sejahtera maknanya identik dengan pengentasan 

kemiskinan, karena tujuannya sama meningkatkan derajat kesejahteraan individu, 

keluarga dan masyarakat. Secara sederhana keluarga akan sejahtera, apabila 

bebannya tidak berat, ekonominya kuat, dan ketahanannya mantap. 

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan bahwa keberhasilan 

dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan 

kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi 

pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri,dan dapat 
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berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya 

pembangunan berkelanjutan. 

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, 

dan Sistem Informasi Keluarga menyatakan bahwa untuk melaksanakan Undang- 

Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, 

dan Sistem Informasi Keluarga. 

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia merupakan salah satu 

tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan.Kualitas 

hidup yang mencakup semua aspek kehidupan yang berhubungan dengan 

kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Bukan hanya untuk golongan tertentu 

saja, tetapi kemakmuran dan kesejahteraan untuk semua golongan.Peningkatan 

kualitas hidup masyarakat diantaranya dapat diwujudkan dengan pelaksanaan 

program KB. 

Dengan demikian kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya 

penguatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam 

memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh 

pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang 

berkualitas. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi oleh dan 
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untuk masyarakat.Pemerintah pusat, pemerintah daerah,lembaga non pemerintah 

dan swasta berperan dalam fasilitasi,pendampingan dan pembinaan. 

 

2.4.2 Tujuan Kampung KB (keluarga berencana) 

Adanya kampung KB memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat ditingkat kampung atau yang setara melalui program 

kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan 

sektor dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Selain itu, 

kampung KB juga meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah, lembaga non 

pemerintah dan swasta dalam program kependudukan keluarga berencana dan 

pembangunan keluarga, meningkatkan pembangunan kesadaran masyarakat 

tentang kependudukan,Pengetahuan berwawasan,meningkatkan masyarakat 

tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, meningkatkan ketahanan keluarga 

melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan 

Bina Keluarga Lansia (BKL), meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, 

meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung serta meningkatkan 

taraf kehidupan dan kualitas masyarakat pada wilayah kampung KB melalui 

berbagai kegiatan lintas sektor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing- 

masing wilayah. 

Kampung KB memiliki sasaran tersendiri diantaranya adalah keluarga yang 

beranggotakan balita, remaja dan lansia, wanita usia subur, pasangan usia subur, 

remaja, posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta organisasi 

sosial kemasyarakatan. Kriteria keluarga yang menjadi sasaran utama adalah 

kampung yang memiliki jumlah keluarga miskin Pra Keluarga Sejahtera dan 
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Keluarga Sejahtera I diatas rata-rata tingkat desa. Serta jumlah peserta KB di bawah 

rata-rata pencapaian peserta KB tingkat Desa. 

 

2.4.3 Indikator Kampung KB (keluarga berencana) 

Selanjutnya dalam pedoman Pengelolaan Kampung KB (2017:40) 

dinyatakan bahwa indikator keberhasilan program Kampung KB adalah sebagai 

berikut : 

a. Indikator Input 

1. Tingginya partisipasi seluruh potensi kampung untuk kemajuan 

Kampung KB. 

2. Beragamnya kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu baik program 

pemerintah maupun inovasi masyarakat. 

3. Besarnya sumber anggaran Kampung KB yang didapat baik dari iuran 

masyarakat, bantuan pemerintah maupun donatur yang tidak mengikat. 

4. Ketersediaan sarana dan prasarana. 

 

b. Indikator Proses 

1. Berjalannya kegiatan dimasing-masing seksi. 

2. Peran serta petugas Pemerintah dalam sinkronisasi kegiatan. 

3. Peran serta institusi masyarakat dalam pengelolaan Kampung KB. 

 

4. Menjalankan 8 (delapan) fungsi keluarga dilaksanakan disetiap keluarga. 

 

5. Frekuensi dan kualitas kegiatan KIE/Penyuluhan. 

 

6. Frekuensi pelayanan KB-KR. 

 

7. Frekuensi pelayanan dari sektor lainnya. 
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8. Frekuensi pertemuan berkala kelompok-kelompok kegiatan (baik 

program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluargamaupun kegiatan sektor terkait di Kampung KB). 

9. Frekuensi kegiatan gerakan masyarakat Kampung KB. 

 

c. Indikator Output 

Keberhasilan kampung KB dapat diukur dari pelaksanaan 8 fungsi di 

masing-masing keluarga yaitu : 

1. Meningkatnya pelaksanaan keagamaan (Keluarga semakin rajin 

beribadah). 

2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat baik ilmu 

pengetahuan maupun profesionalisme (semakin banyak orang yang 

memiliki keterampilan untuk meningkatkan usaha). 

3. Tercapainya rata-rata dua anak setiap keluarga, keluarga sehat,anak 

tumbuh dan berkembang dengan baik. 

4. Meningkatnya income perkapita keluarga dan pemanfaatannya 

menunjang kepentingan keluarga. 

5. Terlindunginya masyarakat/keluarga dan hidup tentram dan nyaman. 

 

6. Semakin terjalinnya hubungan harmonis antar anggota keluarga dan 

antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. 

7. Semakin berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya baik 

di keluarga maupun masyarakat sekampung. 

8. Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara 

perilaku dan lingkungan. 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis 

penelitian yang digunakan. Untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam 

penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut 

sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis 

data.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu 

cara pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan sekitar 

dengan objek penelitian pada saat ini berdasarkan kenyataan. 

Menurut Sugiyono ( 2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu 

dengan variabel lain. 

Data deskriptif menurut Moleong (2014) dapat dilihat sebagai sebuah 

indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya 

yang menyebabkan prilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau 

prilaku yang dapat di amati dati orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang 

disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) 

dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak 
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ditransformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan 

ketentuan statistik / matematika). 

Penelitian ini akan menggambarkan sejauh mana Pelayanan prima Dinas 

P2KB pada program kampung KB dalam upaya pengurangan resiko stunting di 

Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba 

mencari kebenaran sesuai fenomena yang ada. Penelitian ini dipilih karena bersifat 

menyeluruh (holistic), dinamis dan menggeneralisasi. Hal ini memiliki tujuan yang 

sama yaitu untuk melihat bagaimana Pelayanan Prima Dinas P2KB pada program 

kampung KB dalam upaya pengurangan resiko stunting di Kabupaten Mandailing 

Natal, yang merupakan suatu fenomena sosial dimana membutuhkan informasi 

secara menyeluruh dan mendalam dari masing-masing informan kunci maupun 

utama agar dapat dilihat dengan jelas apa yang sesungguhnya terjadi dilapangan. 

 

3.2 Kerangka Konsep 

Pada dasarnya dibentuknya pemerintahan bertujuan untuk menjaga suatu 

sistem hakikatnya pemerintah modern adalah pelayanan kepada masyarakat. 

Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani 

masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat 

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan 

bersama. 
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Gambar 3. 1 Kerangka Konsep 

3.3 Defenisi Konsep 

Definisi konsep bisa dikatakan sebagai salah satu unsur dalam arti penelitian 

yang menjelaskan tentang karakteristik suatu permasalahan yang hendak di teliti. 

Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara 

abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian 

dalam ilmu sosial. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah: 

a. Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah “service excellent” yang 

secarah harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik.Disebut sangat 

 

Pelayanan Prima Dinas P2KB 

 

a. Transparan 

b. Akuntabilitas 

c. Kondisional 

d. Partisipasi 

e. Kesamaan hak 

 

Pelaksanaan program kampung KB 

 

a. Tingginya partisipasi seluruh 

potensi kampung untuk kemajuan 

kampung KB 

b. Berjalannnya kegiatan dimasing- 

masing seksi 

c. Frekuensi dan kualitas kegiatan 

KIE/penyuluhan. 

d. Frekuensi kegiatan gerakan 

masyarakat kampung KB. 

e. Peran serta institusi masyarakat 

dalam pengelolaan kampung KB 

f. Tercapainya rata-rata dua anak 

setiap keluarga, keluarga sehat, 

anak tumbuh dan berkembang 

dengan baik. 
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baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku 

atau dimiliki instansi pemberi layanan. 

b. Kampung KB merupakan Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau 

setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan 

program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. 

 

3. 4 Kategorisasi Penelitian 

Kategorisasi menunjukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel 

penelitian sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi 

penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Adapun kategorisasi dari 

variabel penelitian ini adalah: 

a. Transparan, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 

pada prinsip efisien dan efektif. 

d. Partipasi, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 
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e. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskiriminasi 

dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status 

sosial, dan lain-lainnya. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, mengumpulkan data merupakan hal yang sangat 

penting.Untuk memperoleh keterangan serta data dari narasumber, maka peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Data Primer 

 

Data primer merupakan pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh 

secara langsung di tempat penelitian, melalui wawancara. Wawancara merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara 

langsung kepada narasumber atau pihak-pihak yang terkait atau mengajukan 

pertanyaan kepada orang yang menjadi objek penelitian. 

a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian, sedangkan data sekunder di lakukan dengan teknik 

dokumentasi yaitu data yang diperoleh dan telah di olah dengan baik 

dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu yang berhubungan 

dengan penelitian ini dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari 

intansi terkait. 

b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan mendatangi langsung informan 

penelitian dan menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan 

pokok permasalahan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah 

dibuat. 
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2. Data Sekunder 

 

Dalam data sekunder merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis,gambar 

,maupun elektronik. Adapun cara dalam pengumpulan data ini yaitu: 

 

a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku- 

buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan 

masalah yang akan diteliti. 

b. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan 

menggunakan catatan tertulis yang ada di instansi terkait serta sumber- 

sumber lain yang menyangkut masalah yang akan diteliti. 

 

3.6 Informan dan Narasumber 

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan 

orang yang mampu atau mengetahui informasi. Untuk melengkapi data-data yang 

akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

informan sebanyak lima orang. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah, 

kepala dinas p2kb, kader kb, kader gizi, dan organisasi masyarakat 2 orang 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dikemukakan oleh Moleong (2014), adalah proses 

mengatur urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang 

penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dan dimulai, analisis data 

dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian,Adapun 

teknik analisa data yang penulis ambil yaitu: 
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a. Reduksi Data 

 

Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukanya analisis data 

melalui reduksi data. Meruduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan 

polanya serta, menghilangkan yang tidak. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

dalam pengumpulan data selanjutnya. 

b. Pengajian Data (Data display) 

 

Data yang disusun dari hasil reduksi, kemudian disajikan dalam bentuk teks 

yang bersifat naratif. Penyajian data bisa berbentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dari penyajian data ini diharapkan 

peneliti mampu memahami yang terjadi, sehingga dapat menarik 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Iskandar, 2010) menjelaskan 

biasanya dalam penelitia, peneliti akan mendapatkan data yang banyak. 

Data yang di dapat tidak mungkin di paparkan secara keseluruhan. Untuk 

itu dalam penyajian data, data dapat di analisis oleh penelitian untuk di 

susun secara sistematis, sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan 

atau menjawab masalah yang diteliti. 

c. Penarikan kesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan analisis data yang ketiga 

Iskandar (2010) menjelaskan bahwa penarik simpulan merupakan analisis 

lanjutan dari reduksi data, dan penyajian data sehingga data dapat 
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disimpulkan. Lebih lanjut menambahkan bahwa penarik simpulan 

sementara,masih dapat di uji kembali dengan data di lapangan, dengan cara 

mereflesikan kembali, penelitian dapat bertukar pikiran dengan teman 

sejawat sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai. 

 

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini lokasi atau objek penelitian adalah sangat penting 

karena dijadikan sebagai suatu tempat untuk pengambilan data.Tempat pelaksanaan 

penelitian ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Jl. 

Willem Iskandar,Kecamatan Panyabungan,Kabupaten Mandailing Natal,Provinsi 

Sumatera Utara. Adapun waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan 

sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 

(dua) bulan,1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi 

penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung menarik 

kesimpulan. 

 

3.9 Deskripsi lokasi penelitian 

 

3.9.1 Visi, Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Mandailing Natal 

Visi 

“Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang Sejahtera Melalui Keluarga 

Berencana” 
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Misi 

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran bayi 

dengan melaksanakan program Keluarga Berencana dan kesehatan 

reproduksi 

2. Mewujudkan kualitas ketahanan keluarga, taraf hidup keluarga dan 

mendorong tercapainya pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera. 

 

3.9.2 Profil Kabupaten Mandailing Natal 

Kabupaten Mandailing Natal juga sering disebut dengan Madina adalah 

sebuah Kabupaten yang diresmikan pada 9 maret 1999. Kabupaten Mandailing 

Natal merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 1998. Ibu 

kota kabupaten ini berada di kecamatan Panyabungan. Kabupaten Mandailing 

Natal berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan kondisi letak dan 

kondisi alamnya, Kabupaten Mandailing Natal termasuk Kawasan Pantai Barat 

Sumatera Utara. Kabupaten ini menempati area seluas 6.620,70 Km2 yang terbagi 

menjadi 23 Kecamatan dan 407 desa/kelurahan definitif. Pada pertengahan 

tahun 2023, penduduk kabupaten ini berjumlah 492.324 jiwa, dengan kepadatan 80 

jiwa/km. 

Kabupaten Madina terletak antara 0°10'-1°50' lintang utara dan 98°10'- 

100°10' bujur timur, dengan ketinggian wilayah bervariasi dari 0 hingga 2.145 

meter di atas permukaan laut. Luas wilayah kabupaten ini adalah sekitar 6.134,00 

km2, yang setara dengan sekitar 8,40 persen. Madina meliputi pegunungan dan 

perbukitan yang terkenal sebagai Bukit Barisan di beberapa kecamatan, serta daerah 

pesisir di Kecamatan Batahan, Natal, dan Muara Batang Gadis. 
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Kabupaten Mandailing Natal memiliki 31 OPD,Salah satunya adalah Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,yang terletak di Jl. willem 

Iskandar, Kecamatan Panyabungan. Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga 

berencana memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada Daerah Kabupaten. 
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UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DINAS 

SUB KOORDINATOR SUB KOORDINATOR SUB KOORDINATOR 

BIDANG KETAHANAN DAN 
KELUARGA SEJAHTERA 

BIDANG KELUARGA 
BERENCANA, PENYULUHAN 

DAN PEGGERAKAN 

 

BIDANG PENGENDALIAN 
PENDUDUK 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

EVALUASI 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SEKRETARIAT 

KEPALA DINAS PENGENDALIAN 
PENDUDUK & KELUARGA 

BERENCANA 

 

 

 

3.9.3 Struktur Organisasi Dinas P2KB 
 

 

 

 

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi 



 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Hasil Penelitian 

 

4.1.1. Deskripsi Narasumber 

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama 

penelitian di lapangan, dengan cara pendekatan kualitatif yang dikumpulkan 

melalui wawancara terhadap narasumber yang berwenang untuk menjawab 

pertanyaan kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini berfokus pada Pelayanan 

Prima Dinas P2KB pada program kampung KB dalam upaya pengurangan resiko 

stunting di Kabupaten Mandailing Natal. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan terhadap 

narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori 

menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan. Sehinggaa dapat memudahkan dalam 

pendistribusian berdasarkan objek penelitian. 

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber 

informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis 

sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut. 

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin di kelompokkan menjadi dua 

narasumber yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi 

dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana 

 

 

38 



39 
 

 
penjelasan yang akan diuraikan pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk 

masing-masing kategori sebagai berikut. 

Tabel 4.1. 1 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

NO Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

1 Laki-Laki 2 40% 

2 Perempuan 3 60% 

 Jumlah 5 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber 

berjenis kelamin perempuan dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan presentase 

60% sedangkan 2 orang berasal dari narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan 

frekuensi 2 atau 40%. 

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi dua 

kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 25-35 tahun, umur 36-50 tahun. 

Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan presentase masing-masing 

kategori umur sebagai berikut : 

Tabel 4.1. 2 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 
 

NO Umur Frekuensi Presentase 

1 25-35 2 40% 

2 36-50 3 60% 

 Jumlah 5 100% 



40 
 

 

Berdasarkan table 4.2 diatas dapat dilihat bahwa narasumber berumur 25- 

35 tahun dan umur 36-50 tahun, narasumber 25-35 tahun dengan frekuensi 2 orang 

atau 40%, sedangkan narasumber umur 36-50 tahun dengan frekuensi 3 orang atau 

60%. 

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan 

 

Narasumber yang diwawancara dikategorikan berdasarkan pendidikan yang 

dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu, tingkat D3 dan S1. Pada tabel 

dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing sebagai berikut: 

Tabel 4.1. 3 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan 
 

NO Pendidikan Frekuensi Presentase 

1 D3 2 40% 

2 S1 3 60% 

 Jumlah 5 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.1.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber 

pendidikan S1 dengan frekuensi 3 orang atau 60%. Sedangkan narasumber 

pendidikan D3 frekuensi 2 orang atau 40%. 

4.1.2. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 

 

a. Transparan 

pelayanan bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Elfi Maryani.SKM dan ibu Laila 

Sari.A.Md.Kes, selaku kepala dinas p2kb Madina dan staf kader KB, mengatakan 

bahwa tim penggerak dapat mengakses informasi program kampung KB melalui 

koordinasi grup WhatsApp yang didalamnya terdapat jadwal kegiatan program 

Kampung KB. Kemudian hasil wawancara dengan bapak Adnan Harahap.S.K.M 

selaku kader gizi mengatakan bahwa melakukan komunikasi yang baik dan 

kolaborasi antar tim penggerak dapat memudahkan berjalannya program sesuai 

tujuan program Kampung KB. Untuk hasil wawancara dengan ibu Desi Tiamida 

A.Md.Kes dan ibu Sulatiah S.Keb, selaku anggota organisasi masyarakat 

mengatakan bahwa dengan rutin melakukan sosialisasi tentang program kampung 

KB, baik dalam pembinaan pada tim penggerak maupun jadwal kegiatan program 

kampung KB dapat memudahkan berjalannnya program kampung KB sesuai 

dengan jadwal kegiatan yang ada. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pada umumnya 

mengatakan hal yang sama, program kampung KB dapat berjalan dengan baik 

karena adanya kerja sama antar tim penggerak dalam mewujudkan tujuan program 

kampung KB, melalui kemudahan dalam mengakses informasi mengenai kampung 

KB dan jadwal kegiatan yang akan dilakukan pada proses berjalannya program 

kampng KB, serta pengawasan dalam jalannya kegiatan sehingga dapat berjalan 

dengan berkesinambungan. 

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program kampung KB di 

Kabupaten Mandailing Natal terlaksana karena adanya kolaborasi antar tim 

penggerak, komunikasi yang baik dan  kemudahan dalam mengakses informasi 



42 
 

 

melalui koordinasi grup WhatsApp, serta rutin melakukan sosialisasi yang 

didalamnya terdapat pembinaan pada tim penggerak kampung KB, dan jadwal 

kegiatan kampung KB, sehingga program kampung KB dapat berjalan dengan 

efektif dan efesien. 

b. Akuntabilitas 

Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan 

oleh Dinas p2kb sehingga program kampung KB dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien. Dengan komitmen dan keseriusan Dinas P2KB dalam menggerakkan tim 

dalam menjalankan program kampung kb sehingga dapat tercapainya program 

kampung KB yang berkualitas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Elfi Mahrani.S.K.M dan bapak 

Adnan Harahap S.K.M, bahwa tanggung jawab Dinas P2KB dengan pembinaan 

untuk melaksanakan program kampung KB serta upaya yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan adalah dengan menggerakan tim, melakukan koordinasi pada tim 

penggerak, baik koordinasi langsung (rapat) maupun koordinasi melalui grup 

WhatsApp. Kemudian hasil wawancara dengan ibu sulatiah S.Keb dan Laila Sari 

A.Md.Kes, bahwa dengan Dinas P2KB membuat jadwal kegiatan untuk turun 

langsung ke lapangan persatu (1) bulan sekali kedesa-desa kampung KB yang ada 

di Madina, dapat memastikan tim penggerak menjalankan program kampung KB 

sesuai kegiatan yang sudah terjadwal seperti pemberian makanan tambahan. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Adnan Harahap S.K.M, bahwa dengan 

berkomunikasi yang baik  dapat menciptakan hubungan kerja  dengan tim 
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penggerak, dengan memberikan arahan serta motivasi semangat kerja sehingga 

target-target dalam program kampung KB dapat tercapai. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pada umumnya 

mengatakan hal yang sama, terkait keseriusan Dinas P2KB dalam menjalankan 

program kampung KB dengan membuat jadwal kegiatan dan memastikan kegiatan 

tersebuat berjalan dengan baik dengan tutun langsung kelapangan satu bulan sekali 

ke desa-desa kampung KB yang ada di Madina, berkomunikasi dengan baik serta 

memberikan arahan dan motivasi pada tim penggerak dapat menciptakan hubungan 

kerja dan semangat kerja tim penggerak. Komunikasi adalah salah satu hal penting 

dalam suatu program agar dapat berjalan sesuai tujuan program. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program 

kampung KB di Kabupaten Mandailing, tanggung jawab yang dilakukan Dinas 

P2KB pada tim penggerak dengan melakukan pembinaan tentang program 

kampung KB, melakukan koordinasi langsung (rapat) atau tidak langsung melalui 

grup WhatsApp, turun langsung kelapangan 1 bulan sekali ke desa-desa kampung 

KB memantau jalannya kegiatan program kampung KB, dan berkomunikasi baik 

pada tim penggerak dengan memberikan motivasi dan arahan kerja sehingga dapat 

menciptakan hubungan kerja yang baik dan semangat kerja dalam menjalankan 

program kampung KB. 

c. Kondisional 

Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektif. 

Dengan upaya menyediakan sarana dan prasarana program kampung KB. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Elfi Mahrani S.K.M dan ibu Laila 

Sari.A.Md.Kes, mengatakan bahwa pengarahan untuk melaksanakan program 

kampung KB serta upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan, tim pengerak 

diberikan pembinaan atau bimbingan tentang program kampung KB, kemudian 

Dinas P2KB melakukan pengawasan langsung secara berkala maupun melalui grup 

WhatsApp dengan mengambil gambar disetiap kegiatan, serta berkoordinasi antar 

tim penggerak apabila ada kendala dalam menjalankan program. Kemudian hasil 

wawancara dengan ibu Sulatiah S.Ked dan bapak Adnan Harahap S.K.M, bahwa 

Dinas P2KB berkoordinasi pada tim penggerak memastikan sarana dan prasarana 

setiap desa memadai seperti tempat yang layak dan nyaman, alat-alat untuk 

pemeriksaan (medis) sesuai kebutuhan pada program kampung KB. Selanjutnya 

hasil wawancara dengan ibu Desi Tiamida A.Md.Kes, bahwa untuk meningkatkan 

keterampilan tim penggerak Dinas P2KB melakukan rapat secara berkala, rapat 

koordinasi dengan tim, edukasi mengenai program kampung KB dan cara 

mengatasi kendala yang mungkin terjadi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pada umumnya 

mengatakan hal yang sama, dengan adanya perencanaan suatu program dapat 

berjalan sesuai dengan peraturan, Dinas P2KB memastikan bahwa sarana dan 

prasarana setiap desa kampung KB sudah memadai seperti tempat yang layak dan 

nyaman, adanya alat-alat medis sesuai dengan standar dan kebutuhan program 

kampung KB, dan untuk menjalankan program kampung KB Dinas P2KB 

memberikan pembinaan atau bimbingan pada tim penggerak melalui rapat secara 
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berkala maupun dengan berkoordinasi melalui grup WhatsApp dengan tim 

penggerak sehingga dapat tercapainya kualitas pelayanan yang maksimal. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas P2KB 

sudah memberikan pengarahan pada tim penggerak, memberikan pembinaan atau 

bimbingan program kampung KB, berkolaborasi dengan tim penggerak untuk 

menjalankan program kampung KB secara meksimal dengan melakukan koordinasi 

secara langsung maupun melalui WhatsApp grup dengan mengambil dan mengirim 

gambar proses kegiatan program kampung kb dan memastikan sarana dan prasarana 

program kampung KB terpenuhi seperti tempat yang layak dan nyaman untuk 

proses kegiatan kampung KB, adanya alat-alat pemeriksaan (medis) sesuai standar 

dan kebutuhan program kampung KB sehingga dapat memberikan pelayanan yang 

memuaskan masyarakat. 

d. Partisipasi 

Partisipasi merupakan bagian dari keterlibatan seseorang, baik secara 

mental maupun emosional dalam memberikan respon terhadap suatu kegiatan, serta 

mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya 

tersebut, dengan memberikan pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan 

inspirasi, kebutuhan, dan harapan masyrakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Elfi Mahrani S.K.M dan bapak 

Adnan Harahap S.K.M, mengatakan bahwa dengan memberikan motivasi dan 

arahan semangat kerja pada tim penggerak kemudian berkolaborasi dalam 

melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang  kampung KB dan mengajak 
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masyarakat terutama ibu hamil dan ibu yang memiliki anak kecil untuk ikut serta 

dalam menjalankan program kampung KB. Kemudian hasil wawancara dengan ibu 

Laila Sari A.Md.Kes dan ibu Desi Tiamida A.Md.Kes, mengatakan bahwa dengan 

memberikan edukasi dan membangun kesadaran masyarakat pentingnya mengikuti 

program kampung KB, menciptakan komunikasi yang baik antara tim penggerak 

dengan masyarakat, dan saling berdiskusi memenuhi kebutuhan masyarat dalam 

meningkatkan program kampung KB sehingga dapat terlaksana dengan efektif dan 

efesien. Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Sulatiah S.Keb, mengatakan 

bahwa tercapainya program kampung KB karena adanya kolaborasi antara Dinas 

P2KB dan tim penggerak serta tingginya pastisipasi masyarakat, dengan 

melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan 

sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan program kampung 

KB di Kabupaten Mandailing Natal sudah terlaksana dengan adanya kolaborasi 

antara Dinas P2KB dan tim penggerak serta tingginya partisipasi masyarakat dalam 

mengikuti setiap kegiatan program kampung KB seperti mengikuti posyandu tiap 

bulannya, mengikuti sosialisasi yang diadakan tim penggerak program kampung 

KB, dengan memberikan edukasi dan membangun kesadaran masyarakat 

pentingnya mengikuti program kampung KB sehingga dapat mewujudkan keluarga 

yang sejahtera dan berkualitas. 
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4.2. Pembahasan 

 

4.2.1. Analisis Hasil Wawancara 

 

Dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian, Bagaimana 

Pelayanan Prima Dinas P2KB pada program kampung KB dalam upaya 

pengurangan resiko stunting di Kabupaten Mandailing Natal , maka penulis 

menganalisis perolehan data primer dari hasil penelitian yang disajikan 

sebelumnya. 

Dari seluruh data penelitian tersebut, maka akan diberikan analisis tentang 

Pelayanan Prima Dinas P2KB pada program kampung KB dalam upaya 

pengurangan resiko stunting di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam melakukan 

analisis, data yang disajikan pada bagian selanjutnya akan disesuaikan dengan 

menggunakan data sekunder yakni berupa teori-teori yang berhubungan dengan 

tujuan kegiatan penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Transparan 

Suatu langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud 

nyata dalam upaya pengurangan stunting adalah pelaksanaan program kampung KB 

dengan memberikan pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadain serta mudah 

dimengerti. 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, 

transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas publik 

karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah setidak-tidaknya telah 
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mempermudah warga untuk mengetahui tindakannya dan masyarakat mengetahui 

segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Salah satu upaya nyata yang dilakukan pemerintah melalui program 

kampung KB di Kabupaten Mandailing Natal terlaksana karena adanya kolaborasi 

antar tim penggerak, komunikasi yang baik dan kemudahan dalam mengakses 

informasi melalui koordinasi grup WhatsApp, serta rutin melakukan sosialisasi 

dapat memudahkan berjalannnya program kampung kb sehingga program kampung 

KB dapat berjalan dengan efektif dan efesien. 

b. Akuntabilitas 

Menurut Sujarweni (2015), akuntabilitas adalah bentuk keharusan seorang 

(pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang 

diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Samani, 

M (2020) menjelaskan bahwa tanggung jawab merupakan sebuah sikap dalam diri 

seseorang yang menunjukkan sikap mengetahui dan melaksanakan apa yang 

dilakukan sebagaimana yang diharapkan oleh orang lain. Selain itu menurut 

Narwanti (dalam Fitriastuti, 2014) yang menyatakan bahwa tanggung jawab adalah 

sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, 

dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Salah satu upaya penggerakan pelayanan Dinas P2KB melalui program 

kampung KB di Kabupaten Mandailing Natal tanggung jawab yang dilakukan 

Dinas P2KB pada tim penggerak dengan melakukan pembinaan tentang program 

kampung KB, melakukan koordinasi langsung (rapat) atau tidak langsung melalui 
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grup WhatsApp, turun langsung kelapangan 1 bulan sekali ke desa-desa kampung 

KB memantau jalannya kegiatan program kampung KB, dan berkomunikasi baik 

pada tim penggerak dengan memberikan motivasi dan arahan kerja sehingga dapat 

menciptakan hubungan kerja yang baik dan semangat kerja dalam menjalankan 

program kampung KB. 

c. Kondisional 

Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektif. 

kondisional bisa diartikan sebagai sementara, bergantung pada syarat-syarat 

tertentu, atau bersifat provisional, yang berarti sesuatu itu dapat berubah tergantung 

pada situasi atau perubahan kondisi. 

Menurut Sternberg, kemampuan terdiri dari tiga aspek utama, yaitu 

kecerdasan analitik, kreatif, dan praktikal. Kecerdasan analitik berkaitan dengan 

kemampuan individu dalam mengolah informasi secara logis dan amatan, 

kecerdasan kreatif berkaitan dengan kemampuan individu dalam memecahkan 

masalah secara inovatif, dan kecerdasan praktikal berkaitan dengan kemampuan 

individu dalam menggunakan pengetahuan untuk menghadapi tantangan kehidupan 

sehari-hari. 

Dinas P2KB memberikan pengarahan pada tim penggerak, memberikan 

pembinaan atau bimbingan program kampung KB, berkolaborasi dengan tim 

penggerak untuk menjalankan program kampung KB secara meksimal dengan 

melakukan koordinasi secara langsung maupun melalui WhatsApp grup dengan 

mengambil dan mengirim gambar proses kegiatan program kampung KB dan 
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memastikan sarana dan prasarana program kampung KB terpenuhi seperti tempat 

yang layak dan nyaman untuk proses kegiatan kampung KB, adanya alat-alat 

pemeriksaan (medis) sesuai standar dan kebutuhan program kampung KB sehingga 

dapat memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat. 

d. Partisipasi 

Djalal dan Supriadi (dalam Yuwono, 2001:201-202) Didalam bukunya 

beliau menjelaskan bahwa makna partisipasi adalah pembuat keputusan dengan 

menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian 

saran dan pendapat, bahan, keterampilan, barang dan jasa. 

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam 

proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan 

dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan 

atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil 

pembangunan.kerjasama merupakan sesuatu yang ditangani oleh beberapa pihak. 

Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama- 

sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai 

suatu tujuan. 

Program Kampung KB di Kabupaten Mandailing Natal sudah terlaksana 

dengan adanya kolaborasi antara Dinas P2KB dan tim penggerak serta tingginya 

partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap kegiatan program kampung KB 

seperti mengikuti posyandu tiap bulannya, mengikuti sosialisasi yang diadakan tim 

penggerak program kampung KB, dengan memberikan edukasi dan membangun 
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kesadaran masyarakat pentingnya mengikuti program kampung KB sehingga dapat 

mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. 

e. Program Kampung KB 

Program Kampung KB Di Kabupaten Mandailing Natal sudah berjalan 

selama dua (2) tahun. Program kampung KB dilakukan dalam upaya pengurangan 

stunting yang ada di Madina. Keberhasilan program kampung KB karena adanya 

tanggung jawab Dinas P2KB dalam memberikan pembinaan atau bimbingan pada 

tim penggerak, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim penggerak, saling 

berkomunikasi antar tim penggerak, penyediaan sarana dan prasarana, kerja sama 

dan partisipasi masyarakat. 

Tujuan program ini dilakukan agar terlaksananya program kampung KB 

sebagai salah satu upaya pengurangan stunting yang ada di Kabupaten Mandailing 

Natal, dengan terlaksananya program kampung KB ini dapat mewujudkan keluarga 

yang sejahtera dan berkualitas, meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam 

membangun keluarga yang harmonis, serta bersama kampung KB menjadi lebih 

maju menuju masyarakat yang agraris dan berdaya saing. 

Terdapat beberapa faktor penghambat pada program kampung KB yakni 

masih ada masyarakat yang tidak mengikuti program kampung KB, kurang 

pahamnya masyarakat mengenai bahayanya stunting pada anak, dan ada beberapa 

masyarakat yang masih mengikuti ilmu orang dulu (ilmu dari nenek turun temurun) 

sehingga tidak mengikuti posyandu dan kegiatan lainnya dari program kampung 

KB. Faktor penghambat lainnya dalam program kampung KB adalah anggaran dana 
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yang terbatas dan fasilitas yang terbatas sehingga hanya dapat mengoptimalkan dan 

memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang ada dalam kondisi apapun. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Program kampung KB di Kabupaten Mandailing Natal sudah berjalan 

selama 2 (dua) tahun. Program ini bertujuan untuk mengurangi resiko stunting di 

Kabupaten Madina. Untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan Program kampung 

KB tidak terlepas dari pelayanan prima yang diberikan oleh Dinas P2KB, untuk 

mewujudkan pelaksanaan program kampung KB yang baik diperlukan koordinasi 

Dinas P2KB yang berkelanjutan. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tanggung jawab Dinas P2KB, 

dengan memberikan arahan atau pembinaan pada tim penggerak, membuat jadwal 

kegiatan program kampung KB, melakukan pengawasan secara langsung persatu 

bulan sekali maupun melalui grup WhatsApp dengan mengirim gambar proses 

kegiatan program kampung KB, berkolaborasi dengan tim penggerak dalam 

membangun kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program kampung KB, 

berkomunikasi yang baik pada tim penggerak dengan memotivasi dan memberikan 

arahan sehingga menciptakan semangat kerja tim penggerak. 

Melalui program kampung KB sangat membantu dalam upaya pengurangan 

stunting di Kabupaten Madina, selain itu memudahkan tim penggerak dalam 

menjalankan kegiatan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, dengan komunikasi 

yang baik kegiatan akan terlaksanakan dengan baik, meskipun ada kendala dapat di 
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diskusikan bersama tim penggerak lainnya melalui rapat langsung atau grup 

 

WhatsApp. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang dibutuhkan 

berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai pelayanan prima Dinas 

P2KB dalam upaya pengurangan stunting di Kabupaten Madina. 

1. Dinas P2KB sebaiknya lebih memperhatikan kesejahteraan tim penggerak 

agak lebih semangat lagi menjalankan program kampung KB, 

meningkatkan sarana dan prasarana, sehingga terhindar dari kendala- 

kendala yang mungkin terjadi dalam proses kegiatan program kampung KB. 

2. Dinas P2KB harusnya lebih sering turun kelapangan bersama tim penggerak 

memantau desa-desa yang tingkat stutingnya tinggi, menambah anggaran 

dana untuk makanan tambahan seperti susu, roti, dan makanan bergizi 

lainnya, sehingga angka stunting di Madina dapat berkurang. 

3. Dinas P2KB harusnya lebih meningkatkan sosialisasi pada masyarakat, 

karena masyarakat masih banyak yang kurang paham bahaya stunting pada 

anak. 

4. Dinas P2KB harus lebih responsif pada tim pengerak, lebih sering 

memberikan info-info terkait program kampung KB, dan lebih sering 

memberikan arahan agar lebih memperkuat hubungan kerja. 
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